PROSPEK PENEGAKAN HUKUM DI LAUT _NBONESIA r

o MELALUE R&NCANGAN:" UNDANG—UNDANG

B Substanm pengaturan dalam RUU tentang Kelautan mencakup berb gal
persoalan di bidang kelautan yang sangat kompleks dan terkait dengan
‘berbagai’ sektors Selain’ mengatur hal-hal bard yang membutuhkan
pengatiiran: dalam rangka; pembangunan kelautan:di-Indonesia, RUU
inisangat erat terkait dengan berbagai. peraturan perundang—undangan

sektoral yang sudah ada. Harmonisasi dengan peraturan perundang-.
'.undangan tersebut merupakan hal yang sangat penting dan signifikan

guna menghmdari tumpang tindih- serta: mensmerglkan penegakan

hukum:di laut Indonesia: dalam satu peraturan yang komprehensif.

Smerg1 ini juga. harus dilafcukan terhadap aspek kelembagaan aparat
.penecak _hukum di laut yang saat ini masih belum termtegras;. antar
‘aparat ;-:.-penegak hukum yang mendapat kewenangaﬁ dar1 berbaweu
-peraturan perundangan lalnnya g : g

Kata kuncz Iaut RUU tentang Kelautan penegakan hukum
Abstract '

- 'The bzll of seq: consrsts of Various stzpulanons regarding the complexily. of

2 frelated marine areas. In addition to regulate new provisions in term of the
development of the marine sector in Indonesiq, in fact the bill is significantly
interrelated to the exzstmg laws on the related marine issues. Therefore,
the bill shouid bé'synchronized with the existing laws to prevent an overlap
requlation. The bill furthermore could be a comprehensive law in favor of
the law enforcement in the Indonesian seq. Another important aspect is.an
mtegrated snpulaﬁon regardmg authority in support of the law enforcement
of the sea considering there many institutions mandated by mang J laws
whose authont i to enforce the law in the Indonesian sea.

Keywords: seq, _t_he bill of sea, law enforcement . . .
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A, Pendahuiuan :
 Indonesia ‘sebagai’ Negara kepulauan yang dzkehhng1
lautan dan memiliki perbatasan laut dengan negara-negara
tetangga memikul. sebuah“tugas berat dalam menjaga
kedaulatan wilayah laut, Tentu belum hilang dari ingatan kita
_Eepasnya pulau Ligitan dan Sxpadan serta memanasnya kasus
_.__Ambalat Kasus. terakhir adalah penahanan para:-petugas
_'_Kementerzan Kelautan dan Perzkana,n Republik Indonesia oleh .
Pohs Maritim Malaysia yang menggugah kembali kesadaran
bangsa Indones1a betapa lemahnya penegakan hukum laut' '

Pada haklkatnya ini bukan semata- mata persoalan
kedaulatan karena pemnasalahan ini: terkalt dan berkelmdan
Bégi' negara kepulauan sepern Indonesm ‘sumber daya laut
baik hayati maupun non hayati merupakan aset yang sangat
berharga dan mengandung potensi ekonomi yang sangat
signifikan ‘bagi kesejahteraan masya:akat jika mampu dijaga,
d1ke101a, dan dzmanfaatkan secara bauk dan bertanggung]awab

'~ Permasalahan lain yang menjadi pekerjaan riumah bag1
bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hukum dilaut adalah
tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing- masing aparat
penegak hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
peraturan perundang-undangan yang memberikan
kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda
dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut
Ind_oﬁesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabeanan,
UndangnUndang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang
TNI dan Undang-Undang tentang POLRI. Disharmonisasi ini
‘menimbulkan masalah tersendiri, terutama terkait dengan
sejauh mana masing-masing penegak hukum menjalankan
tugas dan tanggungjawabnya.

Terkait dengan adanya tumpang tindih pengaturan
hukum dan kelembagaan di laut, Dewan Kelautan Indonesia
(2009) melakukan pengkajian terhadap hal tersebut yakni:
pertama, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
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: ."'Praépek?e'negé.kan Hukum ai Laﬁf'indo:iésia melaiui RUU tenta'ngKe'lau'tan'_;: o
'pemndang—undangan yang ber}.aku yang selama ini tumpang_
tindih. a, mengkompilas terhadap peraturan perundang~
' _undangan yang telah ‘ada. _emua p'eraturan perundangm
.undangan di Iaut dzhnnpun agar lebih memudahka_n ‘dalam -
acuan. penegakan_ hukum di laut. Ketlga"inembuat data’

":-.base peratura I rundanmuﬂdangan_- yang: berlaku 1
Y Dlrumuska,nnya Rancéngan Undang Undang_ (RUU} tentang_
: "'1_ah satunya: dltu}ukan untu_ men-smergzkan:{'-_s- :
o "kebgakan berkautan 'dengan sektor kelautan erte koordmas;’.;:-;

| Tulzsan ini akan mencoba mendesknps;kan secaram
analms tentang se_]auh mana prospek penegakan hukom d1_"
laut Indonesza melalui pembentukan RUU. tentang Kelautan,
Sebagazmana dlketahm aspek - aturan. atau sumber hukum-_
(tertuhs) mempakan Salah ‘satu; faktor pentmg dalam’ rangka
penegakan hukum secara keseiuruhan RUU- tentang"
Kelautan, Sesungguhnya merupakan salah satu RUU yang
dlagendakan dalam Program Legislasi. Nas1ona1 (Pro]egnas}_
2005 2009, namun. ternyata tidak: terselesaikan pada pericde -
2005 2009 RUU.ini kembali- dltetapkan dalam Prolegnas 2010~
2014 bahkan masuk dalam prioritas Prolegnas 2010 dengan
harapan mampu menjawab berbagai persoalan di sektor
kelautan diantaranya terkait-perikanan, pertambangan,
pelayaran, .industri kelautan, par1w1sata penegakan
kedaulatan, dan perlindungan Jlaut. . ;
B, Konsep Penegakan Hukum

Pasal 1 ayat (3)-Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menegaskan
bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum

sebagai . suatu kesatuan sistem mengandung beberapa elemen‘
yakm '

(1) elemen kelembagaan (elemen institusionalj;
{2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental); dan

FrUpGT G Mg REr o SASTKAN PEFATT IR di LU, I HA U A ER T RIH T WA T @R
dkp.go.id/ vopi/index.php?p=3&id=03112008165001 pada tanggal 18 Agustus 2010,
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(3)' elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang
~hak dan-kewajiban yang ditentukan- oieh norma aturan'
“itu{elemen 'subjektif dan kultural).? R

Kemga elemen sistem hukum itu mencakup' B

(a) kegiatan pembuatan hukum (laww making),

(b) ikegiatan: pelaksanaan atau penerapan hukum (law
_ admzmstratmg) dan : : SRR AR o
( ) ------ keglatan peradllan atas pelanggaran hukum (Zaw'

adjudzcatmg) - 4 e

' _Elemen ketiga merupakan bentuk penegakan hukum dalam"

arti‘sempit. ¥ :

“Penegakan hukum dalam arti luas merupakan suatu
proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara Ditinjau dari
subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek
yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan
hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap
hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan
normatif atau melakukan sesuaty atau tidak melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan
aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit, dari segi
subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak
hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum
itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu
diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.*

* Dalam Konteks yang sama dimensi atau elemen dari dari sistem hukum ini
lazimnya merujuk pada pemikiran Lawrence M. Friendman yang mensarikan 3
unsur sistem hukum dalam a. structure (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga);
b. substance (materi hukumy; dan c¢. legal culture (budaya hukum). Lihat Lawrence M.
Friedman, American Law: An Introduction, New York: W.W. Norton and Company,
1934,

? Jimly Asshiddigie, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Bahan Orasi Hukum
pada acara “ Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 - 2012°. Bandung, 19 Januari
2008,

T oJimmiy Asshuddigie, Fenegakan Hukum, diunduh dari htip!/ /www,selusihukum.
com/artikel/artikel42.php.
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~Prospeis I”cxic‘gM%ukimr&%ﬁmﬁmm@émiﬁﬁﬂmﬁgﬁ{élﬁu'u.;'u;

Pengertzan penegakan hukum dapat dltmjau dan sudut_

' _obyeknya ya1tu dari- seg1 hukumnya dalam hal: ini -
.pengeruannya Juga mencakup makna yang Iuas dan sempn
:Penegakan hukum dalam: artl luas mencakup nilai- miaz_
keadﬂan ya_ng terkandung cix dalam aturan formal maupun

: -_-_mlaz n11a1 keadilan. yang. hldup di masyarakat Penegakan

hukum dalam artl semprt hax_lya menyangkut peneaakan_

: _peratﬁféh' "ang formal dan

rtulis sa;a Pembedaan antara‘;;'_ _

aturan formal. ‘hukum yang tertuhs ‘dengan cakupan- mlai;f '

'eradzlan yang dlkandungnya Juga muncul dalam: bahasa" '
mggns ya:ltu dengan dlkembangkannya istilah “the rule of law?"
atau dalam istilah “the rule of law and not of a man”versusistilah.
“the rule by law?” yang | berarm “the rule of man by law?. Istﬂah.

“the-rule .of law” menaandung makna-pemerintahan oleh
hukum, tetapi bukan dalam arti formal melainkan mencakup
pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Istilah
“the rule of Eq_w_and not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan
bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum
modern itu dilékukan_,olch_ hukum, bukan oleh orang. Istilah
sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai
pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar
sebagai alat kekuasaan belaka.’ - . i

Beberapa faktor yang penting’ dalam rangka penegak&n
hukum adalabh faktor aparat penegak hukum, faktor hukum
sebagail suatu aturan baik tertulis maupun tidak tertulis,
falktor fasilitas pendukung yang mencakup tenaga manusia
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan
sebagainya; serta faktor masyarakat sebagai unsur terpenting
karena asal dan tujuan dari penegakan hukum adalah
kenvamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Jadi,
penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk
menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit
maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedomaﬁ
perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek

5 Ibid.
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-hukum yang bersangkutan maupun -oleh aparatur penegak
hukum yang resmi: chben tugas dan kewenangan oleh unda.:ng—_
undang untuk: menjamm berfungsmya norma-norma hukum
ya_ng berlaku dalam kehzdupan bermasyarakat dan bernegara. ®
- Terkait- dengan ruang. lmgkup dan fokus dalam tuhseui
ini; yakm melihat sejauh mana prospek pénegakan hukum d1_

_' ‘laut Indonesia ciaiam RUU. tentang Kelautan - salah satu a3pek_ _
o yang penting bagi berJ aia,nnya suatu proses ‘penegakan. hukum:.
'-':';adalah adanya dasar hukum atau aturan hukum yang-_.’.
_memadeu dan }elas bagi para aparatur hukum maupun bagl"’-
- subyek hukum untuk dapat- mengimplementasikan huktm
dzmaksud Setidaknya terdapat 3 (tiga} elemen penting yang
mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparatur penegak
hukum, syaitu: (i) ‘institusi penegak hukum beserta berbagai
perangkat sarana dan. prasarana pendukung dan mekanisme
kerja kelembagaannya; (ii) ‘budaya kerja yang terkait dengain
aparatnya, ‘termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
(iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja
kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang
dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun
hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik
haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan,
sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara

internal dapat diwujudkan secara nyata.?

C. Urgensi RUU tentang Kelautan bagi Penegakan Hukum

Laut di Indonesia

Secara filosofis dxrumuskannya RUU tentang Keiautan
dldasan oleh pemikiran bahwa Negara Kesatuan Republik
__I__ndonema adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
ﬁusantara memiliki sumber daya alam yang melimpah wajib
éipertahankan, dimanfaatkan sebesar-besarnya, serta dikelola
secara berkelanjutan dan terpadu untuk kemakmuran rakyat
Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional

& Ibid,

T Ibid.
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'. 'Pruspek Penégékan .i-iukum di Léut Indoneéia' melé.lui RUL tentar'lg Kelautan -

_sebada;mana terca_ntum daiam pembukaan UUDNRI Tahun
1945. Pasal 25A UUDNRI Tahun 1945 menyatakari' “Negara
'Kesatuan Repubhk Indones1a adalah sebuah megara: yang:.
berc1r1 Nusantara dengan Wﬂayah yanv batas batas dan hak—
haknya d1tetapkan dengan Undang~Undang i e
' Wllayah Jlaut merupakan bag1an terbesar dan Wziayah_.
'.'Indonesm mem111k1 ‘posisi: dan; nilai strategls secara politik,
_ '_hukum ekonoml “sosial: budaya pertahanan dan keamanan 3
- gkologi; belum dzmanfaatka.n dan dlkelola secara balk sehmgga:'
__Indonesza harus. mem1hk1 visi. pembangunan kelautan bagr.'
kepentmgan pembanguna_n nasmnal yang d1tu3ukan untuk '
a..»mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagal _
- -negara kepulauan-yang bercirl nusantara; . - i
b.. menciptakan laut yang lestari,»aman, serta terzdentiﬁkam
- sumberdaya: 1autnya dalam wilayah dan yurlschksz
nasional dan diluar yurisdlkm nasional; L
c.. memanfaatkan sumberdaya kelautan dan kekayaan laut
sdalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indones’ia'
laut lepas/laut bebas dan dasar samudera dalam, secara
‘berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
- rakyat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan
" kepentingan generasi yang akan datang; y
d."“menciptakan sumber daya manusia kelautan yang
~ profesional, beretika, berdedlka51 dan mampu mendukung
pembangunan kelautan secara 0pt1mal
e. membentuk pemerintahan yang berorientasi pada
' 'pembangunan kelautan bag1 kepentmgan pembangunan
' _ nasional (oceans govemance} '
f."”':mengembangkan budaya dan atau pengetahuan
kebaharian bagi masyarakat untuk menumbuhkan
pembangunan yvang berorientasi kelautan.®

Tujuan pembangunan kelautan ini akan sangat bergantung
pada penegakan hukum di laut Indonesia.

& Pokok-Pokok Plcran RUU Kelautan, Tim Kerja Penyusunan NA dan RUU tenté.ng
Kelautan Setjen DPR RI, 2 Juni 2010.
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+.Ciri . nusantara dari NKRI ‘memiliki - landasan historis
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun diatas
tigapilar ~utama. ' Pilar pertama adalah Sumpah Pemuda pada
tanggal 28 ~ Oktober 1928 yvang menyatakan Kesatuan
Kejiwaan Kebangsaan Indonesia. Pilar yang kedua adalah
Proklamasi Kemerdekaan pada - tanggal 17 ‘Agustus 1945,
yang telah.menjadi satu bangsa, hidup dalam satu Kesatuan

:.--Kenegaraan ‘Pilar:yang- ketiga -yaitu:Kesatuan Kewilayahan -
--:meialul Deklara51 Djuanda tahun 1957, ‘Deklarasi Djuanda -
lahir berdasarkan - pertimbangan geografis, ekonomzs_

pertahanan, keamanan, politis dan sosial. Konsep negara
kepulauan yang ‘dijadikan dasar penetapan garis dasar,
diperjuangkan dan berhasil disepakati pada Konferensz
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut.?

. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan
hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (Coastal baseline)
setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan
Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (Territoriale Zee en
Maritime Kringen Ordonantie tabun 1939 dalam Soewito et
al 2000). Namun ketetapan batas tersebut, yang merupakan
warisan kolonial Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi
kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik
Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah konsep
Nusantara (Archipelago) yang dituangkan dalam Deklarasi
Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.19 Dekralasi Juanda
menegaskan bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan
yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan
Negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau
lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah
daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian
merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah
kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. !

®  Kaflan Naskah Akademik RUU tentang Kelautan, Dewan Kelautan Indonesia, 2010,
him. 46,

1 Rokhmin Dahuri, Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan
indonesia, 2003, diunduh dari http://greenreefsindonesia.blogspot.com/2008/06/
dasar-hukum-laut-indonesia. htmi.

1 Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Pebruari 1960 dalam Undaneg-
Undang Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
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O ProspekPenegakan'Hukumdl.Laut Indonesnameialm RUQ tentangl{elautan :

Ketetapan Walayah Repubhk Indonesm yang semuia
"_selﬁta,r 2 Juta kmg (daratan) berkembang mengad1 sel«:ztar"'ﬁ‘;l
Jjuta km?: (mehputl daratan dan 1autan) ‘Dalam hal ini, _ada
penambahan luas: sebesar sekltar 351 Juta km~' depgan 1aut

terltomal selqtar 0,3 3uta km?2 dan’ perazran 1aut nusantara

o -sekztar 2 8 3uta km? Konsep Nusantara dltuangkan da¥am

-'__'__Nomor IV Tahun 1073, T M
B ..'ada konferenm hukum Iaut' cfu Geneva tahun 1958
"'Indonesm bewm berhasﬂ mendapathem pengakuan :
mtemasmnal Baru. pada konferensz hukum laut pada sidang
ke tujuh 'di Geneva tahun 1978 ‘Konsepsi Wawasan Nusam:ara
mendapat: pengakuan dunia mternasmﬁal Hasil- merjuangan
yang berat selama:sekitar 21 tahun. mengisyalatkaa kepada
bangsa’ Indonesia bahwa wvisi ‘maritim seharusnya merupakan
pilihan ‘yang tepat dalam: mewujudkan Negara Kesatuan
Repubhk Indonesia.?? w0 '
Melalut Konvenm Hukum Laut Internas;.onal (UNCLOS}
pada_tahun 1982, negara-negara kepulauan (Archipelagic states)
memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif seluas
200 mil laut diluar wilayahnya.  Sebagai negara kepulauan,
Indonesia mempunyai halk mengelola (yurisdiksi} terhadap
Zona Ekonomi Ekskiusif, meskipun baru meratifikasinya. ‘Hal
itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun
1985 tentang pengesahan UNCLOS (Umted Nations Conuenﬂon
on the Law of the Sea).’® - o :
- Pengaturan di b1daﬂg kelautan selama ini diatur dalam
beberapa undang-undang yang terpisah, sektoral, kurang tegas
dan tumpang tindih sehingga membingungkan pelaksanaannya
di lapangan. Oleh karena itu, RUU tentang Kelautan

2 Jbid.

¥ Konvensi PBE tenfang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan
zonasi pegaturan (regime} hukum laut yaitu, 1. Perairan Pedalaman (Interna! Waters),
2. Perairan Kepulauan {Archiplegic Waters) termasuki ke dalamnya seiat yang
digunakan untule pelayaran internasional, 3. Laut Teritorial {Terftorial Waters), 4.
Zona Tambahan (Contingous Waters), 5. Zona Ekonomi Eksklusif {Exclusif Econontic,

z Ll hnndas-Hontnen-{Contineniab- Shele- el ¥, AN O IS T 4.9 i
U Frbry PR SDE Sefyi Bl jii

[ EiFEE e ry i ey ¢ 2

Dasar Laut Internasional (International Sea-bed Areal.
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diharapkan dapat berperan sebagai perekat dan-penyelaras
undang-undang yang telah ada sebelumnya serta mengisi
kekosongan pengaturan yang telah ada dalam beberapa
undang-undang sebelumnya, sehingga keseluruhan aspek.
kelautan dapat diatur-secara komprehensif. ' '

“:Setidaknya.ada 5 (lima) undang-undang terkait dengan
penankan ‘batas wilayah negara yang harus menjadi bahan
sinkronisasi dari RUU:Kelautan, yakni: Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang- .
Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif
Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan UNCLOS, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 43
Tehun 2008 tentang Wilayah Negara. Adapun undang-undang
yang terakit dengan pengelolaan sumber daya dan lingkungan
di laut antaralain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1995 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang
Keanekaragaman Hayati, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan. Dalam undang-undang tersebut diatur pula aparat
penegak hukum terkait dengan masing-masing bidang. Selain
itu aparat penegakan hukum di laut juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Adanya kepastian penegakan hukum di laut merupakan
sesuatu yang mutlak bagi tercapainya kedaulatan, keamanan
dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Kondisi ini penting
secara sosiologis karena keamanan laut hisa diwujudkan
dengan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut.
Disamping itu, keamanan laut juga mengandung pengertian
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_-bahwa laut b1sa d1kenda11kan dan aman dlgunakan oleh'-"

_'penggunal dan_bebas dari ancaman atau gangguan terhadap_._:

~aktivitas: p"emanfaatan lauti Ha1 i Juga pent1ng ‘bagi: .

-_pengembangan usaha dan: perekonomlan yang berbasm dan
: ";berhubungan denga_n iaut Banyaknya aparat penegak hukum. :
o e_rbagal aturan _hukum ’-dz____laut yang: tidak harmonzs__
- ;me ____glkan" pelaku' s'ahé; di Iauf_dan memmbulkan ekonomx-f

A Se_;atmya, pembangunan hukum bldang .._kelautan tlciak_"__-
:'semat -mata terkait dengan. pengaturan dan pengelolaan'f: '
" batas wilayah (aut) Indonesm namun juga dititikberatkan
_-_pada pengelolaan sumber daya dan 11ngkungan serta
_pengaturan ‘lembaga penegak hukum s Beberapa maten'
~ muatan yang men_;adi pokok pengaturan dalam RUU ini antara
1a,1n pengaturan kewilayahan laut, pembangunan dan arah'.
pengelolaan kelautan, ‘sumber daya ‘manusia kelautan dan
budaya kelautan, data dan system informasi kelautan,
penataan ruang kelauta,n, lmgkungan hidup dan konservasi
laut,: penegakan kedaulatan, hukum, keamanan dan
keselamatan di laut, penelitian dan. pengembangm kelautan
serta tata kelola dan kelembagaan. - : whi
“Dari gambaran diatas ‘tampak bahwa secara flIOSOflS,
hlStOI‘IS, sosiologis dan yuridis diperlukan penataan hukum
laut dalam suatu  sistem ‘hukum .nasional dengan
memperhatikan hukum . dan peraturan perundang-undangan
yang telah ada dan -hukum internasional yang berlaku. !

D Kelemhagaan Aparat Penegak Hukum di Laut
--__-Penegakan hukum di laut antara lain meliputi kegiatari
kepabeanan, keimigrasian, pelayaran, karantina, perikanan,
lingkungan hidup, kepolisian dan pertahanan. Fakta yang
terjadi hingga hari ini adalah bahwa penegakan hukum di laut
tidak hanya ditangani satu instansi. Berbagai undang-undang
memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah

" Lapomn Akhir Tun Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bldang Kelautan, Pusat
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vang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum
tersebut. Undang-undang memberikan - kepada’ -pememta}_i
dan. aparat keamanan - beberapa. kewenangan‘tertentu - seperﬁ
kepabeanan, keimigrasian, ‘keselamatan kapal dan nav1gf131
Aparat penegak hukum dilaut terkotak kotak dalam s1stem
yang tidak ‘terintegrasi-dengan baik karena bersifat sektoral.
Sifat: sektoral ini menimbulkan permasalahan hukum
-fmemmbulkan konﬂlk antar penegak hukum. _ .
Setxdaknya terdapat 8 (delapan) Iembaga pemermtah yang
dlbenka"l wewenang di wilayah laut oleh masing-masing
perundang-undangan yakni Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut {TNI AL), Kepolisian RI (Polri), Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PPNS KKP),
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan
(PPNS Kemenhub), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai
(PPNS Bea Cukai), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi (PPNS
Imigrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Lingkungan Hidup { PPNS'KLH), dan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Kehutanan (PPNS Kemenhut)®. Bahkan
jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia, ke delapan lembaga tersebut
mermiliki kewenangan penegakan hukum di laut. '

++‘Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Ekslusif Indonesia memberikan kewenangan kepada
TNI AL. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservas:i Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya penegak hukum di wilayah laut adalah TNI AL,
Polri :dan PPNS Kemenhut. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1992 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada
Polri dan PPNS Imigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 6
‘Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang berwenang
adalah PPNS LH selain TNI AL dan Polri. Sedangkan dalam
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
kewenangan penegakan diberikan kepada PPNS KKP selain

¥ Jbid, hlm. 86.
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pada NI AL dan Polri.: PPNS Bea Cuka_l dan -Polri- mendapat
y mandat penegakan hukum di laut. darl Undang Undang Nomor_
17 Tahun 2006, tentang Kepabeaanan L i
Undana—Undang Nomor 17. Tahun 2007 tentang Pengelolaan %
Wzlayah Pesxsn‘ dan Pulau Pulau Kecﬁ menunjuk Polri dan -
PPNS RKP sebagai aparat penegak hukum di fwxlayah iaut
Sedangkan Undang Undang Nomor 1'7 Tahun 2008 tentang'

o 'sebagal Pe: __egak hulc:um d1 1aut Selmn 1tu TNI AL berdasarkan*.i_

B Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara'_!'-
hukum dan mengaga keamanan di 1aut yunschksn nasmnal
sesuai ketentuan hukum nasional ‘dan hukum mternasmnal_
yang telah diratifikasi {Pasal 9 huruf (b) Undang- -Undang Nomor
34 Tahun: ‘7004) ‘Dalam menghadapi bentuk dan ancaman
nonmiliter, penanggulangannya. dikoordinasikan oleh pimpinan
instansi sesuai bidangnya (Pasal 19 Undang-Undang Nomor, 3
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negaraj . : .
_Adapun permasalahan hukum yang terjadi antara lam
penentuan batas wilayah kedaulatan prosedur heiml_graman
(pelintas batas secara illegal), penyelundupan barang/ orang,
pencuman sumber kekayaan aiam hm gga menjaga keamanan
laut yang luas, penyelesalan permasalahan tersebut sulit dan
tldak mak31mal Hal ini d1mungkmkan karena kurangnya
sinkronisasi serta harmonisasi perundang-undangan
nasional.’® Seharusnya penegakan hukum di laut di lakukan
secara terpadu oleh berbagai 1nstan31 ‘dan tunduk pada
undang-undang tersendiri. ' o
- 'RUU tentang Kelautan mengatur mengenai penegakan
kedaulatan, hukom, keamanan dan keselamatan di laut.
Penegakan kedaulatan di wilayah laut, termasuk udara di
atasnya, didasarkan pada asas satu kesatuan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk
memelihara, menjaga, dan melindungi keutuhan wilayah laut

% Dilema Kontroversi Hukum RUU Kelautan, 15 Desember 2007, diunduh dari hittp:/
Jvsww komisikepolisian indonesia. com/ main.php?page=artikle&id=178& halaman

=172, pada tanggai lo Agusius ZULU
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Serta kepentmgan nasional. Adapun fungsi-fungsi penegakan -
hukum, keamanan, dan keselamatan di laut yang' mencak:up_
keglatan pelayaran, kepabeanan keselamatan kapal
kepelabuhanan kenaﬂgasmn kem:ngl asian, kesehatan,
kekarantmaan 11ngkungan laut sumber daya kelautan dan
: penkanan pencanan dan penyelamatan serta tmdak pldana ch_

_ Bera.ngkat dam fakta yundls akan ketladaan koordma31 dan'
' keterpaduan antar. para penegak hukum dilaut saat ini, muncul
suatu gagasan untuk menyerahkan pelaksanaan penegakan
hukum tersebut pada suatu lembaga sebagai satu kesatuan
komando. Satu komando artinya tidak sekedar koordinatif tetapi
ada ‘'satu perintah dan pemegang keputusan yang menaungi -
masing-masing aparat penegak hukum yang telah ada. Hal ini
mengingat bahwa penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri
yang khusus dan ruang lingkup yang khusus pula sesuai denga_n
rejim rejim hukum yang berlaku di wilayah laut yang
bersanﬁkutan Oleh karena itu diperlukan adanya badan/
lembaga yang khusus yang bersifat tunggal dan integratif yang
dlharapkan memiliki kewenangan penegakan hukum dan
op_e_r_asmnai penuh, terpadu dalam satu kesatuan. Keberadaan
bad_an /lembaga ini tidak menghapus fungsi-fungsi utama yang
diemban oleh instansi, lembaga yvang ada sesuai peraturan
perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepadanya,
tetapi-pelaksanaan penegakan hukum di laut dilakukan secara
integratif, efektif, sinergis, dan tidak sendiri-sendiri.}”

Adanya badan khusus diharapkan dapat menghindari
-pelaksanaan penegakan hukum di laut yang saat ini tidak
efektif, menimbulkan persaingan kewenangan atau
kepentingan antar instansi, yang kesemuanya merugikan
pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri dan juga merugikan
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pengguna Jasa. kelautan Kekhawatlran adanya badan :
| penegakan hukum di 1aut akan menghapus fungsi- mngsi-_f
utama mstanm/ lembaga yang ada kuranglah tepat mengingat -
lembaga initidak- menghapus fung31 fung31 utama lembaga
'yang sudah ada apalagl mencabut peraturan perundang-'
__undangan yang memben wewenang kepada mstaneu atau

L _lembaga yang bersangkutan 13, Sesungguhnya zde semacam_

Cvinib kanlah sesuatu yang sepenuhnya baru karena Pasal 24
. _;_Ifndang undang Nomor 6. tahun 1996 tentang Perazran_ﬁ__._
menyatakan bahwa apabﬂa dlperlukan untuk pelaksanaan_'
penegakan hukum dapat dibentuk suatu bacian koordinasi. yang '
c'utetapkan dengan Keputusan Presiden.. ngga saat ini. badan -
koordma51 telah berjalan lebih dari 30 tahun, namun'
hasﬂnya belum memenuhi harapan.. Perbedaan konsep.'
kelembagaan dalam RUU tersebut dengan ‘badan koordinasi
ini adalah tidak ada penegasan akan adanya satu komando’
dan bersifat koordinatif semata sehingga tidak mampu
mengatasi ego sektoral masing-masing lembaga.

Disamping ide pembentukan satu lembaga khusus yang
bersifat integratif tersebut, muncul puia gagasan mencenaz
pembentukan badan semacam ‘coast guard” . Lembaga semacam
inipun ini se,betuinya telah’ d1wacanakan pembentukannya
dalam - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Peiayaran Undang-undang tersebut memberikan waktu tiga
tahun sejak diundangkan harus sudah terbentuk sebuah badan
yang disebut Penjagaan Laut dan Pantai {Sea and Coast Guard),
yakni lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan
penegakan peréturan'pemndang undangan di laut dan pantai
yang dibentuk dan bertanggung Jawab kepada Presiden dan
secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri
Perhubungan. Namun menurut sebagian pakar, pembentukan
badan yang hampir menyerupai coast guard di Amerika atau
Jepang itu akan sulit diterapkan di Indonesia dalam jangka
waktu dekat. Hal ini mengingat upaya penegakan hukum
tersebut sudah ada pada masing-masing sektor yang diatur

18 Ibid.
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dengan undang-undang tersendiri sehingga untulk. melebur
aparai tersebut mengadl satu, tidaklah- mudah dan
membutuhkan waktu yang sangat panjang.’®’ x ;

- Meski terdapat dua pemikiran terkait kelembagaan aparat
penegak ‘hukum di laut namun terdapat ‘garis merah yakm '
bahwa kewenangan penegakan hukum di laut harus berada
_ pada-satu kebijakan dan komando yang sama sehingga _;}.kapun_

: ';;-"'p_arat penegak ‘pada masmﬂ—masmg sektor, bidang dan-
'-:ji-tanggung]awab tetap. ada, namun: kesemuanya berjalan-"
berdasarkan arahan keszakan dan perintah serta -komando
~ yang sama. Sedangkan pada praktiknya, cukup ada satu
institusi yang menjadi penegak :di laut meskipun: terdiri dari
beragam komponen aparat. Secara sederhana dapat-dikatakan
bahwa hanya'akan adasatu kapal yang menjaga wilayah laut
Indonesia, meskipun dimungkinkan dalam kapal tersebut
terdiri dari beragam penegak hukum sesua.l dengan tugas da_n
kewenangan ma31n<r~ma51ng sektor

E Penutup

Lahirnya Undang-Undang tentang Kelautan dlharapkan
mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di wilayah laut
Indonesia. Mengingat dari sisi hukum, permasalahan-
pe_rmasalahan muncul salah satunya sebagai akibat dari
disharmonisasi antar peraturan perundangan terkait kelautan,
maka RUU tentang Kelautan diharapkan mampu menjadi
aturan yang dapat menyinergikan ketidaksinkronan serta
tumpang tindihnya pengaturan di bidang kelautan. Hal ini
dimungkinkan apabila dilakukan pengharmonisasian yang
mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan
terkait.
- Disharmonisasi juga terjadi pada kelembagaan aparat
penegak hukum di laut yang dilahirkan oleh bermacam
peraturan perundangan yang memberikan kewenangan pada
masing-masing sektor sehingga dilema penegakan hukum di

©Sulit Melebur Aparat Penegak Fukum i Laut, dlunduh dari htip:/ /www.dekin.dlp.
go.id/yopi/index. php? p=3 &id=18092008135517, pada tanggal 18 Agustus 2010,
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